
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 ST T S R SR

1 Tingkat kemiskinan % 8,67 7.95-8.1 7.85- 7.4-7.5 7-7.41 6.45- 6-6.4 7,78 100,00 V

1 100,00

1 Nilai IKM Perangkat Daerah % 86,71 87,0 87,01 87,02 87,03 87,04 87,05 89,98 100 V

2 Nilai AKIP Perangkat Daerah % 67,80 70 72 74 76 78 80 78,20 100,00 V

Sosial

1 Persentase penanganan 

perlindungan dan jaminan 

sosial. rehabilitasi sosial 

Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS). dan 

pemberdayaan sosial bagi 

Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS)

% 84,06 84,065 84,5 85,1 85,9 86,7 87,5 91,44 100 V akumulasi realisasi 

Persentase Pemerlu 

PPKS yang ditangani 

ditambah realisasi 

Cakupan 

pemberdayaan PSKS 

Perorangan, Keluarga, 

Masyarakat, dan 

kelembagaan dalam 

usaha kesejahteraan 

sosial di bagi 2

Telah teridentifikasi 

kebutuhan PPKS 

melalui pemberian 

perlindungan dan 

jaminan sosial, 

rehabilitasi sosial dan 

pemberdayaan sosial

82,87

100

2 Persentase Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 

ditangani

% 68,12 68,13 69 70,2 72,8 73,4 75 82,87 100 V Jumlah  realisasi 6 

penanganan PPKS di bagi 

6

Adanya dukungan 

pelayanan 

kesejahteraan sosial 

bagi PPKS terdiri 

beberapa kegiatan 

baik yg bersumber 

dari APBD II dan 

APBD I 

Terdapat beberapa 

kegiatan yg belum 

dapat dilaksanakan 

dikarenakan 

menunggu penetapan 

perubahan dan 

kegiatan yang bersifat 

respon kasus

Perlu diadakannya 

kegiatan yang dapat 

menampung atau 

menfasilitasi bagi 

PPKS secara 

berkelanjutan

497,22

6

 Program Pemberdayaan 

Sosial 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 

akumulasi realisasi Persentase Pemerlu PPKS yang ditangani ditambah realisasi Cakupan 

pemberdayaan PSKS  Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan  kelembagaan dalam  usaha 

kesejahteraan sosial 

Cakupan pemberdayaan PSKS  Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan  kelembagaan dalam  usaha 

kesejahteraan sosial

Jumlah  realisasi 6 penanganan PPKS (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 

dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;  

Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, anak telantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti ; UEP dan KUBE yang aktif ;  Korban bencana yang mendapatkan 

layanan perlindungan sosial;  Jaring Pengaman Sosial (JPS); Adopsi. ) 

6 penanganan PPKS (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi 

di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;  Disabilitas terlantar, Lanjut 

Usia terlantar, anak telantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar 

panti ; UEP dan KUBE yang aktif ;  Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial;  

Jaring Pengaman Sosial (JPS); Adopsi.) 

INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  

JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)

Urusan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar

Capaian 

s.d TW 

IV 2025

Skala Nilai Peringkat Kinerja Rumus 

Pengahitungan 

Indikator

Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Upaya Percapaian 

Target Kinerja 

Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG

S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025

No Program No Indikator Kinerja Satuan

Kondisi 

Akhir 

2024

Target Kinerja Realisasi Kinerja 



 Meningkatnya 

pemberdayaan sosial 

1  Cakupan pemberdayaan PSKS 

Perorangan. Keluarga. 

Masyarakat. dan kelembagaan 

dalam usaha kesejahteraan 

sosial 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah PSKS  

perorangan dan , 

keluarga dan 

masyarakat yang 

melaksanakan 

kegiatan usaha 

kesejahteraan sosial 

di bagi dengan jumlah 

PSKS perorangan, 

keluarga dan 

masyarakat yang 

mendapatkan 

pembinaan.

Tingginya motivasi 

dan partisipasi aktif 

dari PSKS dalam 

usaha peningkatan 

kesejahteraan sosial

PPKS terkadang 

terlalu bergantung 

kepada instruksi dari 

Dinsos sehingga 

kurang kreatif dalam 

menciptakan inisiatif 

mandiri

Memberikan 

penguatan kapasitas 

Sumber Daya 

Manusia PPKS 

148

148

 Program Penanganan 

Warga Negara Migran 

Korban Tindak 

Kekerasan 
 Meningkatnya layanan 

penanganan warga negara 

migran korban tindak 

kekerasan 

2  Persentase Pemulangan Warga 

Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan dari Titik Debarkasi 

di Daerah Kabupaten/Kota 

untuk dipulangkan ke 

Desa/Kelurahan Asal 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Warga 

migran yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan 

Warga Migran se 

Kabupaten 

Temanggung

Adanya koordinasi 

dan kerja sama yang 

baik antar lembaga 

terkait, serta 

ketersediaan 

anggaran dan 

fasilitas pendukung.

Keterbatasan 

anggaran, Jarak 

tempuh dari titik 

debarkasi ke daerah 

asal yang jauh.

Melakukan 

koordinasi dengan 

pihak terkait 

penanganan dan 

penyelesaian kasus.

5

5

 Program Rehabilitasi 

Sosial 

 Meningkatnya 

rehabilitasi sosial 

3  Persentase anak telantar yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Anak 

Terlantar yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan Anak 

Terlantar se 

Kabupaten 

Temanggung

Adanya dukungan 

antar pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan, 

Dinas Sosial, 

Pemerintah Provinsi, 

dan Kementrian 

Sosial)

Keterbatasan 

anggaran dan kuota 

penerima layanan.

Memberikan alternatif 

layanan yang tersedia.

643

643

4  Persentase Warga Negara 

penyandang disabilitas yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Penyandang 

Disabilitas yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan 

Penyandang 

Disabilitas se 

Kabupaten 

Temanggung

Adanya dukungan 

antar pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan, 

Dinas Sosial, 

Pemerintah Provinsi, 

dan Kementrian 

Sosial)

Keterbatasan 

anggaran dan kuota 

penerima layanan.

Memberikan alternatif 

layanan yang tersedia.

197

197

Jumlah  anak terlantar dikali 100%.

Jumlah disabilitas diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Jumlah penyandang disabilitas dikali 100%.  

Jumlah PSKS perorangan, keluarga, masyarakkat dan kelembagaan yang melaksanakan kegiatan usaha 

kesejahteraan sosial

Jumlah Psks Perorangan, keluarga, masyarakat, dan kelembagaan yang mendapatkan pembinaan

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan

Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan x 

100%.

Jumlah  anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial



5  Persentase Warga negara lanjut 

usia terlantar yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Lanjut Usia 

yang terlayani dibagi 

Jumlah Aduan Lansia 

se Kabupaten 

Temanggung.

Adanya dukungan 

antar pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan, 

Dinas Sosial, 

Pemerintah Provinsi, 

dan Kementrian 

Sosial)

Keterbatasan 

anggaran dan kuota 

penerima layanan.

Memberikan 

alternatif layanan 

yang tersedia.

132

132

6  Persentase Warga Negara 

gelandangan dan pengemis yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

dasar tuna sosial diluar panti 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah Gelandangan 

dan pengemis yang 

terlayani dibagi 

Jumlah  Aduan 

Gelandangan dan 

pengemis yang 

memperoleh 

rehabilitasi sosial 

dasar tuna sosial 

diluar panti

Adanya dukungan 

antar pihak 

(Pemerintah 

Desa/Kelurahan, 

Satpol, Polres/Polsek 

se-kab. Temanggung, 

Puskesmas Se-Kab. 

Temanggung, RSU, 

RSJ, Dindukcapil, 

Dinkes, Dinas Sosial 

Kab/Kota Se-Jateng, 

Panti sosial se- 

Jateng)

Kuota pelayanan 

rujukan ke Panti 

Sosial yang terbatas

Memaksimalkan 

dukungan keluarga 

dan  pihak terkait 

agar PGOT dapat 

menjalankan 

keberfungsian 

sosialnya

82

82

 Program Perlindungan 

dan Jaminan Sosial 

 Meningkatnya 

perlindungan dan 

jaminan sosial 

7  Persentase desa/kelurahan 

yang aktif melakukan 

pemutakhiran data terpadu 

penanggulangan kemiskinan

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah desa dan 

kelurahan 

melakukan 

pemutakhiran data 

terpadu 

penanggulangan 

kemiskinan  dibagi 

Jumlah seluruh 

desa dan kelurahan 

partisi[asi aktif  

TKSK dan 

Pendamping Sosial 

Kemensos dalam 

pendampingan 

pemutakhiran data

kekosongan personil 

pendata desa 

dikarenakan purna 

tugas atau mundur 

resign.

Dinas Sosial  

berkoordinasi 

dengan TKSK 

melakukan 

pedampingan 

mendorong desa 

untuk melakukan 

penggantian 

personil atau 

menugaskan staf 

nya sebagai pendata 

desa.

289

289
8  Persentase penerima UEP 

perorangan dan UEP KUBE yang 

aktif 

 % 86 86 86 86 86 86 86 97,22 100,00 V Jumlah UEP dan 

KUBE yang aktif 

dibagi jumlah UEP 

dan KUBE yang 

menerima bantuan 

dikali 100%

Partisipasi aktif 

pendamping UEP 

dalam melakukan 

pendampingan 

sosial bagi 

perkembangan 

usaha UEP KUBE 

dan kerjasama yang 

baik dengan stake 

holder terkait

Konflik internal 

kelompok dalam 

melakukan 

pembagian tugas, 

dan masih adanya 

UEP KUBE yang 

masih pasif dalam 

melakukan 

pengembangan 

usaha

1. Asesmen 

permasalahan UEP 

KUBE yang di 

hadapi, diberikan 

motivasi, saran, 

masukan, 

melakukan 

koordinasi dengan 

pengampu program 

di Dinsos atau 

merujuk kepada 

sistem sumber 

sesuai 

permasalahan 2. 

Melakukan Inovasi 

Usaha UEP KUBE

140

Jumlah gelandangan dan pengemis  di luar panti yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial X 

100%

Jumlah desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 

Jumlah desa dan kelurahan x 100%

Jumlah UEP dan KUBE yang aktif

Jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Jumlah lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial x 100%

Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial 



144

 Program Penanganan 

Bencana 

 Meningkatnya 

perlindungan sosial 

korban bencana 

9  Persentase korban bencana 

alam dan sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya pada saat 

dan setelah tanggap darurat 

bencana daerah kabupaten/ 

kota 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah korban 

bencana yang 

mendapatkan layanan 

perlindungan sosial 

dibagi jumlah korban 

bencana dikali 100%.

Stakeholder terkait 

penanganan 

bencana di 

Kabupaten 

Temanggung 

mempunyai 

kerjasama yang baik 

sehingga saat terjadi 

bencana saling 

melengkapi untuk 

tindakan tanggap 

darurat kepada 

masyarakat mulai 

dari sarana, 

prasarana dan 

bantuan

Kurangnya variasi 

bantuan sandang 

dan makanan untuk 

korban bencana

Dinas Sosial 

berkoordinasi 

dengan pihak Dinas 

Sosial Provinsi Jawa 

Tengah dan Sentra 

Terpadu Kartini 

Temanggung untuk 

menambah variasi 

bantuan logistik 

korban bencana

673

673

    Program Pengelolaan 

Taman Makam 

Pahlawan 

 Meningkatnya tata kelola 

taman makam pahlawan 

10  Persentase terpeliharanya 

Taman Makam Pahlawan 

 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100,00 V Jumlah TMP yang 

berada di kabupaten 

temanggung di bagi 

dengan jumlah TMP 

yang dipelihara

Adanya kesadaran 

nasionalisme yang 

tinggi membuat 

pemeliharaan TMP 

dilakukan 

semaksimal 

mungkin, serta 

adanya partisipasi 

masyarakat dan 

instansi untuk ikut 

serta menjaga dan 

memelihara TMP

Keterbatasan jumlah 

personil, Faktor 

alam dan cuaca, 

luas lahan yang 

terbatas untuk 

parkir kendaraan 

dan transit

Penjadwalan 

pemeliharaan rutin 

TMP sehingga 

kebersihan akan 

selalu terjaga, 

rehabilitasi fisik 

secara berkala 

(pengecatan nisan, 

perbaikan jaringan 

listrik dan air secara 

periodik), 

Melakukan 

monitoring rutin, 

dan digitalisasi data 

makam, mengajak 

masyarakat untuk 

menjaga kebersihan 

selama berziarah 

2

2
4 100,00 4 0 0 0 0

10 100,00 10 0 0 0 0

14 100,00 14 0 0 0 0

Kriteria Penilaian Realisasi Status Temanggung,       Januari 2026
Sangat Tinggi 91%  ≤ 100% KEPALA DINAS SOSIAL

Tinggi 76%  ≤ 90%
Sedang 66%  ≤ 75%
Rendah 51%  ≤ 65%

Sangat Rendah ≤ 50% HERI KARDONO, S.STP
Pembina Tingkat I

NIP. 197907091999121001

JUMLAH  INDIKATOR DINAS SOSIAL RATA-RATA CAPAIAN DINSOS

Jumlah korban bencana dikali 100%       

Jumlah TMP di Kabupaten Temanggung 

Jumlah TMP yang dipelihara  X 100 %
JUMLAH IKUPD RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

Jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial           



CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG


